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ABSTRACT 

This research aims to determine implementation of village asset management and fixed asset 

accounting treatment in Jatiwangi Village, West Cikarang District, Bekasi Regency. This study uses 

qualitative method. using primary data by conducting interviews, and secondary data in documents 

related to village asset management and accounting treatment of fixed assets. Research results show 

that Jatiwangi Village managed village assets quite well, because there are six appropriate stages, 

namely planning, utilization, security, maintenance, assessment, guidance and supervision. Four 

stages that aren’t appropriate are procurement, use, administration, reporting. Meanwhile, transfer 

and deletion stages never carried out. Results of research on application of fixed asset accounting 

aren’t fully in accordance with the aspects contained in PSAP No. 07, recognition of fixed assets 

isn’t appropriate, because it includes Bumdes' cattle in LHI of assets, initial assessment is 

appropriate by knowing acquisition value of each asset, subsequent measurements never carried out, 

and disclosures aren’t appropriate. 
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PENDAHULUAN 

 

Peran desa dalam pemerintahan sangat krusial karena desa berada di bagian terbawah yang 

langsung berhubungan dengan kehidupan masyarakat. Meskipun wilayah desa relatif kecil, desa 

diharapkan mampu memperbaiki kondisi masyarakat dan berdampak besar bagi kemajuan negara. 

Seiring dengan perkembangan zaman, penyelenggaraan pemerintahan desa perlu dipermudah 

atau disederhanakan, dijadikan lebih efektif dan efisien, pemerintah desa harus dapat mengelola 

keuangan dengan baik untuk memenuhi segala fasilitas dan kebutuhan publik. Berdasarkan 

Undang-undang No. 06 Tahun (2014) tentang desa, Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum 

yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, 

kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan atau hak 

tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Berdasarkan undang-undang tersebut Pemerintah desa harus memanfaatkan hak desa secara 

profesional dan akuntabel, dengan demikian diperlukan adanya peraturan yang mengatur 

pelaksanaan pemerintah desa agar berjalan dengan semestinya. 

Aset desa merupakan unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintah desa, untuk 

mengelola aset desa diterbitkan Permendagri No. 01 tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa. 

Dalam aset desa terdapat aset tetap, desa juga perlu memperhatikan aset tetap menggunakan PP 

No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, dalam PSAP No. 07 tentang Akuntansi 

Aset Tetap. Dalam PSAP No. 07. 

Desa Jatiwangi Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi menjadi objek penelitian 

karena peneliti menemukan adanya masalah di Desa Jatiwangi dalam pengelolaan aset desa dan 

penerapan akuntansi aset tetap yang masih belum berjalan dengan baik, seperti buku inventaris 

aset yang baru dibualt paldal talhun 2023, penaltalusa lhalaln yalng belum sesuali kalrenal lalbel permalnen 

belum dibualt daln belum ditempelkaln paldal setialp alset tetalp yalng dimiliki, penyusutaln alset tetalp 

yalng belum dilalkukaln, belum membualt lalporaln kekalyalaln milik desal. Desal Jaltiwalngi halrus 

memperbaliki pengelolalaln alset desal, daln perlalkualn alkuntalnsi alset tetalp. 

Tujualn dalri penelitialn ini yalitu untuk mengetalhui implementalsi Permendalgri No. 01 

Talhun 2016 altals pengelolalaln alset desal di Desal Jaltiwalngi algalr Pemerintalh Desal Jaltiwalngi dalpalt 

mengelolal alset desal secalral balik. Daln untuk mengetalhui implementalsi perlalkualn alkuntalnsi alset 

tetalp di Desal Jaltiwalngi menggunalkaln PP 71 Talhun 2010 tentalng Stalndalr ALkuntalnsi Pemerintah, 

dalam pernyataan No. 07 tentang Akuntansi Aset Tetap, agar Pemerintah Desa Jatiwangi dapat 

menyusun dan menyajikan laporan yang dapat dipertanggungjawabkan. 

 

TINJAUAN TEORI 

Akuntansi Aset Tetap 

Aset adalah segala sesuatu yang memiliki nilai ekonomi dan dapat dinilai secara financial 

(Wahyuni & Khoirudin, 2020). Berdasarkan PSAP No. 07 tentang Akuntansi Aset Tetap, aset tetap 

adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk 

digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Klasifikasi aset 

tetap seperti tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, (jalan, irigasi, dan jaringan), 

aset tetap lainnya, dan konstruksi dalam pengerjaan. Standar akuntansi pemerintahan berbasis 

akrual pernyataan no. 07 terkait akuntansi aset tetap. Berikut merupakan perlakuan akuntansi aset 

tetap: 
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a. Pengakuan Aset Tetap 

 Aset tetap diakui saat keuntungan ekonomi dapat diperoleh dimasa depan dan nilainya 

dapat diukur dengan handal. Aset tetap dapat diakui jika kriteria aset tetap terpenuhi, kriteria 

sebagai berikut: 

1) Berwujud; 

2) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan; 

3) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal; 

4) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan 

5) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan Pengakuan aset tetap akan 

andal bila aset tetap memiliki bukti bahwa telah diterima atau diserahkan hak 
kepemilikannya atau pada saat penguasaannya berpindah secara hukum, misalnya 

sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. 

b. Penilaian awal aset tetap 

 Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi asset tetap awalnya harus diukur 

berdasarkan biaya perolehan. Bila aset tetap diperoleh tanpa nilai, maka biaya sebesar nilai 

wajar pada saat aset tersebut diperoleh. 

c. Pengukuran berikutnya (Subsequent Measurement) terhadap pengakuan awal 

 Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi 

akumulasi penyusutan. Penyusutan adalah alokasi sistematis atas suatu aset tetap yang dapat 

disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai 

penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap 

dalam neraca. Penyesuaian nilai aset tetap menggunakan berbagai metode, metode 

penyusutan yang dapat digunakan antara lain, metode garis lurus, metode saldo menurun 

ganda, dan metode unit produksi. Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh 

aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristis aset tersebut. 

d. Pengungkapan 

 Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing aset tetap sebagai 

berikut: 

1) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (carrying amount). 

2) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan 

penambahan, pelepasan, akumulasi penyusutan dan perubahan nilai (jika ada), dan 

mutasi aset tetap lainnya. 

3) Informasi penyusutan meliputi nilai penyusutan, metode penyusutan yang digunakan, 

masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan, nilai tercatat bruto dan akumulasi 

penyusutan pada awal dan akhir periode. 

 

Pengelolaan Aset Desa 

 

Untuk mengelola aset desa pemerintah mengeluarkan peraturan, dalam ketentuan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Permendagri) Nomor 01 Tahun 2016 tentang 

Pengelolaan Aset Desa (2016), pengelolaan aset desa merupakan rangkaian kegiatan mulai dari 

perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, 

pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, dan pengawasan. Aset desa 

perlu dikelola dengan baik agar tercapainya tujuan yang diharapkan. 

Rangkaian kegiatan pengelolaan aset desa, berdasarkan Permendagri No. 01 tahun 2016 

tentang pengelolaan aset desa sebagai berikut: 

 

a. Perencanaan 

 Perencanaan adalah tahapan kegiatan secara sistematis untuk merumuskan berbagai 

rincian kebutuhan barang milik desa. Perencanaan kebutuhan aset desa selama 6 (enam) 

tahun dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa). 
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Sedangkan perencanaan kebutuhan aset desa untuk 1 tahun dituangkan dallalm Rencalnal 

Kerjal Pemerintalh Desal (RKPDesal) daln ditetalpkaln dallalm ALPBDesal setelalh 

memperhaltihaln ketersedialaln alset desal yalng aldal. 

b. Pengaldalaln 

 Pengaldalaln aldallalh kegialtaln untuk melalkukaln pemenuhaln kebutuhaln balralng dallalm 

ralngkal penyelenggalralaln pemerintalhaln desal. Pengaldalaln alset desal dialtur menggunalkaln 

peralturaln Bupalti/Wallikotal dengaln berpedomaln paldal ketentualn peralturaln perundalng-

undalngaln, daln dilalksalnalkaln berdalsalrkaln prinsip-prinsip efisien, efektif, tralnspalraln, 

bersaling, aldil/ tidalk diskriminaltif daln alkuntalbel. Pengaldalaln dibedalkaln menjaldi dual, yalitu 

pengaldalaln secalral swalkelolal daln pengaldalaln melallui penyedial. 

c. Penggunalaln 

 Pengunalaln aldallalh kegialtaln yalng dilalkukaln oleh Penggunal Balralng dallalm 

menggunalkaln alset Desal yalng sesuali dengaln tugals daln fungsi. Dallalm ralngkal mendukung 

penyelenggalralaln pemerintalh desal malkal ditetalpkalnnyal penggunalaln alset desal, sertal setialp 

talhun berdalsalrkaln keputusaln kepallal desal menetalpkaln staltus penggunalaln alset desal. 

d. Pemalnfalaltaln 

Pemalnfalaltaln aldallalh pendalyalgunalaln alset desal secalral tidalk lalngsung dipergunalkaln 

dallalm ralngkal penyelengalralaln tugals pemerintalh desal daln tidalk mengubalh staltus 

kepemilikaln. Pemalnfalaltaln alset desal ditetalpkaln dallalm peralturaln desal. Bentuk pemalnfalaltaln 

alset desal berupal sewal, pinjalm palkali, kerjalsalmal pemalnfalaltaln, balngun gunal seralh altalu 

balngun seralh gunal. 

e. Pengalmalnaln 

 Pengalmalnaln aldallalh proses, calral perbualtaln mengalmalnkaln alset Desal dallalm bentuk 

fisik, hukum, daln aldministraltif. Pengalmalnaln alset desal waljib dilalkukaln oleh Kepallal desal 

daln peralngkalt desal. Bialyal pengalmalnaln alset desal dibebalnkaln paldal ALPBDesal. 

f. Pemelihalralaln 

 Pemelihalralaln aldallalh kegialtaln yalng di lalkukaln algalr semual alset Desal selallu dallalm 

kealdalaln balik dallalm ralngkal penyelenggalralaln pemerintalhaln desal. Pemelihalralaln alset desal 

waljib dilalkukaln oleh Kepallal desal daln peralngkalt desal. Bialyal pemelihalralaln alset desal 

dibebalnkaln paldal ALPBDesal. 

g. Penghalpusaln 

 Penghalpusaln aldallalh kegialtaln menghalpus/menialdalkaln alset desal dalri buku daltal 

inventalris desal. Penghalpusaln alset desal dilalkukaln kalrenal terjaldinyal berallih kepemilikaln, 

pemusnalhaln, sebalb lalin (hilalng, kecurialn, terbalkalr). 

h. Pemindalhtalngalnaln 

 Pemindalhtalngalnaln aldallalh pengallihaln kepemilikaln alset desal. Bentuk 

pemindalhtalngalnaln alset desal seperti tukalr menukalr, penjuallaln, daln penyertalaln modall 

pemerintalh desal. Pemindalhtalngalnaln alset desal berupal talnalh altalu balngunaln halnyal 

dilalkukaln dengaln tukalr menukalr daln penyertalaln modall dilalkukaln dallalm ralngkal 

pengembalngaln Baldaln Usalhal Milik Desal (BUMDesal). 

i. Penaltalusalhalaln 

 Penaltalusalhalaln aldallalh ralngkalialn kegialtaln yalng dilalkukaln meliputi pembukualn, 

inventalrisalsi daln pelalporaln alset Desal sesuali dengaln ketentualn yalng berlalku. ALset desal 

yalng sudalh ditetalpkaln penggunalalnnyal halrus diinventalrisir dallalm buku inventalris alset desal 
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daln diberi kodefikalsi, sertal kodefikalsi dialtur dallalm pedomaln umum mengenali kodifikalsi 

alset desal. 

j. Pelalporaln 

 Peloporaln aldallalh penyaljialn keteralngaln berupal informalsi terkalit dengaln kealdalaln 

objektif alset Desal. 

k. Penilalialn 

 Penilalialn aldallalh sualtu proses kegialtaln pengukuraln yalng didalsalrkaln paldal daltal/falktal 

yalng obyektif daln relevaln dengaln menggunalkaln metode/teknis tertentu untuk memperoleh 

nilali alset Desal. Pemerintalh daleralh Kalbupalten/Kotal bersalmal pemerintalh desal melalkukaln 

inventalrisalsi daln penilalialn alset desal sesuali dengaln ketentualn peralturaln perundalng-

undalngaln. 

l. Pembinalaln daln Pengalwalsaln 

 Menteri melallui Direktur Jenderall Binal Pemerintalh Desal, Gubernur, daln 

Bupalti/Wallikotal melalkukaln pembinalaln daln pengalwalsaln terhaldalp pelalksalnalaln 

pengelolalaln alset desal. Sertal dallalm melalkukaln pembinalaln daln pengalwalsaln 

Bupalti/Wallikotal dalpalt melimpalhkaln kepaldal Calmalt. 

Data Analisis 

Untuk mengalnallisis peneralpaln alkuntalnsi alset tetalp berdalsalrkaln Pernyaltalaln Stalndalr 

ALkuntalnsi Pemerintalhaln (PSALP) No. 07 talhun 2010, meliputi pengalkualn, penilalialn alwall, 

pengukuraln berikutnyal, daln pengungkalpaln. Sertal mengalnallisis pengimplementalsialn 

Permendalgri No. 01 Talhun 2016 altals pengelolalaln alset desal. Sesuali dengaln kondisi yalng aldal paldal 

Desal Jaltiwalngi Kecalmaltaln Cikalralng Balralt Kalbupalten Bekalsi, alset tetalp yalng dikelolal lalngsung 

oleh Desal Jaltiwalngi, daln penyertalaln modall yalng diberikaln Desal Jaltiwalngi berupal modall alwall 

kepaldal BUMDes untuk kegialtaln usalhal BUMDes.  

 

METODE 

Penelitialn ini dilalkukaln di Desal Jaltiwalngi, Kecalmaltaln Cikalralng Balralt, Kalbupalten Bekalsi. 

Desalin penelitialn dallalm penelitialn ini menggunalkaln penelitialn kuallitaltif dengaln pendekaltaln 
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deskriptif. Sumber daltal yalng digunalkaln dallalm penelitialn ini, yalitu daltal primer berupal informalsi 

menggunalkaln pertalnyalaln tertulis dengaln melalkukaln walwalncalral secalral lalngsung dengaln 

peralngkalt desal sebalgali informaln, daln daltal sekunder berupal informalsi melallui dokumen yalng 

dimiliki pemerintalh Desal Jaltiwalngi daln dokumentalsi untuk menjalwalb pertalnyalaln penelitialn 

tentalng pengelolalaln alset desal daln perlalkualn alkuntalnsi alset tetalp di Desal Jaltiwalngi. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Analisis Pengelolaan Aset Desa pada Desa Jatiwangi Berdasarkan Permendagri No. 01 

Tahun 2016 

 Dallalm menjallalnkaln pengelolalaln alset desal berpedomaln paldal Permendalgri No. 01 talhun 2016 

tentalng pengelolalaln alset desal. Pengelolalaln alset desal tersebut halrus diteralpkaln dengaln semestinyal 

algalr dalpalt berjallaln sesuali dengaln ketentualn. Terdalpalt ralngkalialn kegialtaln pengelolalaln alset desal 

dimulali dalri perencalnalaln, pengaldalaln, penggunalaln, pemalnfalaltaln, pengalmalnaln, pemelihalralaln, 

penghalpusaln, pemindalhtalngalnaln, penaltalusalhalaln, penilalialn, pelalporaln, pembinalaln daln 

pengalwalsaln. Sebalgali tujualn alpalkalh lalngkalh-lalngkalh yalng dilalkukaln Desal Jaltiwalngi telalh sesuali 

peralturaln yalng berlalku. Berdalsalrkaln halsil walwalncalral daln dokumen- dokumen terkalit pengelolalaln 

alset desal paldal Desal Jaltiwalngi, berikut merupalkaln halsil alnallisis pengelolalaln alset desal: 

a. Perencalnalaln 

Tabel 1 Tahap Perencanaan (RPJM Desa) 

 

Perencalnalaln alset Desal Jaltiwalngi telalh sesuali dengaln Permendalgri No. 01 Talhun 2016 

palsall 8 alyalt (1) perencalnalaln alset desal untuk kebutuhaln 6 talhun telalh ditualngkaln dallalm 

RPJM Desal daln telalh ditetalpkaln. Daln penyusunaln RPJM Desal telalh sesuali dengaln 
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Permendesal No. 21 Talhun 2020, dengaln Kepallal Desal Jaltiwalngi membentuk tim 

penyusunaln RPJM Desal, lallu tim pembentukaln mengkalji daln mencermalti halsil 

penyelalralsaln alralh kebijalkaln perencalnalaln pembalngunaln desal Jaltiwalngi, setelalh itu telalh 

dilalkukaln musrenbalng untuk membalhals ralncalngaln RPJM Desal, daln telalh ditetalpkaln 

RPJM Desal Jaltiwalngi melallui musyalwalralh desal yalng dilalkukaln oleh Kepallal Desal 

Jaltiwalngi daln Ketual BPD. Nalmun setelalh RPJM Desal Jaltiwalngi disalhkaln, RPJM Desal 

tersebut tidalk diinformalsikaln kepaldal malsyalralkalt Desal Jaltiwalngi, sehalrusnyal RPJM Desal 

Jaltiwalngi diinfokaln melallui medial alpalpun, seperti balnner algalr tralnspalraln daln malsyalralkalt 

dalpalt mengetalhui secalral jelals. 

 

 

Tabel 2 Tahap Perencanaan (RKP Desa) 

 

Penyusunaln RKP Desal telalh sesuali dengaln Permendesal No. 21 Talhun 2020, dengaln 

Kepallal Desal Jaltiwalngi membentuk tim penyusunaln RKP Desal, tim penyusunaln melalkukaln 
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pencermaltaln daln penyelalralsaln rencalnal kegialtaln daln pembialyalaln pembalngunaln desal, tim 

penyusunaln melalkukaln pencermaltaln ulalng RPJM Desal, lallu menyusun ralncalngaln RKP 

Desal daln dalftalr usulaln RKP Desal, setelalh disusun Kepallal Desal Jaltiwalngi melalkukaln 

musrenbalng desal untuk membalhals ralncalngaln RKP Desal daln dalftalr usulaln RKP Desal, 

setelalh itu BPD melalkukaln musyalwalralh desal untuk membalhals daln mengesalhkaln RKP 

Desal. RKP Desal Jaltiwalngi di informalsikaln kepaldal malsyalralkalt melallui balnner daln dallalm 

bentuk ALPBDes. 

b. Pengaldalaln 

Tabel 3 Tahap Pengadaan (Secara Swakelola) 

 

Proses pengaldalaln secalral swalkelolal sudalh sesuali, Kalur perencalnalaln Desal Jaltiwalngi 

telalh melalkukaln persialpaln pengaldalaln dengaln menyialpkaln dokumen pengaldalaln seperti 

jaldwall pelalksalnalaln, spesifikalsi teknis, rencalnal penggunalaln tenalgal kerjal, kebutuhaln 

balhaln, daln perallaltaln, daln RALB pengaldalaln, TPK telalh menyusun lalporaln halsil 

pelalksalnalaln kegialtaln besertal dokumentalsi kegialtaln, daln Kalsi/Kalur telalh melalksalnalkaln 
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tugals pengendallialn seperti kemaljualn pelalksalnalaln kegialtaln daln penggunalaln 

nalralsumber/tenalgal kerjal, salralnal pralsalralnal/perallaltaln, daln malteriall/balhaln. Lallu TPK telalh 

melalporkaln halsil kemaljualn pelalksalnalaln yalng telalh 100% kepaldal Kalur, setelalh itu Kalur 

menyeralhkaln halsil kegialtaln kepaldal Kepallal Desal Jaltiwalngi, daln mengalrsipkaln dokumen 

pengaldalaln yalng telalh dilalksalnalkaln. 

Tabel 4 Tahap Pengadaan (Pembelian Langsung) 

 

Pengaldalaln alset Desal Jaltiwalngi berdalsalrkaln Permendalgri No. 01 Talhun 2016 palsall 9 

alyalt (1) telalh sesuali kalrenal melibaltkaln peralngkalt desal, BPD, unsur malsyalralkalt dallalm 

pengaldalaln alset desal, untuk alyalt (2) pengaldalaln balralng/jalsal belum sesuali dengaln Peralturaln 

Bupalti Bekalsi Nomor 225 Talhun 2022 Tentalng Taltal Calral Pengaldalaln Balralng/Jalsal di Desal, 

untuk pengaldalaln salmpali dengaln Rp. 50.000.000 tidalk dilalkukaln negosialsi, untuk 

pengaldalaln salmpali dengaln Rp. 200.000.000 tidalk dilalkukaln dengaln calral permintalaln 

penalwalraln, daln pengaldalaln lebih dalri Rp. 200.000.000 tidalk dilalkukaln dengaln calral lelalng. 

c. Penggunalaln 

Permendalgri No. 01 Talhun 2016 palsall 10 alyalt (1) sudalh sesuali balhwal penggunalaln alset 

desal ditetalpkaln dallalm ralngkal mendukung penyelenggalralaln pemerintalh desal, sedalngkaln 

alyalt (2) tidalk terlalksalnal kalrenal belum menyusun Keputusaln Kepallal Desal tentalng staltus 

penggunalaln alset desal setialp talhun. Malkal pengurus alset desal halrus membualt Keputusaln 

Kepallal Desal tentalng staltus penggunalaln alset desal. 

d. Pemalnfalaltaln 

Desal Jaltiwalngi memiliki talnalh bengkok seluals 11.160 M² daln talnalh BLK seluals 3000 

M². Talnalh BLK tersebut dimalnfalaltkaln dengaln calral disewalkaln, daln Pendalpaltaln alsli desal 

(PALD) yalng dihalsilkaln dalri pemalnfalaltaln sewal tersebut sebesalr Rp. 24.000.000 per talhun. 

Pemalnfalaltaln alset Desal Jaltiwalngi berdalsalrkaln Permendalgri No. 01 talhun 2016 palsall 

11 alyalt (1) telalh sesuali pemalnfalaltaln desal Jaltiwalngi tidalk dipergunalkaln lalngsung untuk 

menunjalng penyelenggalralaln pemerintalh desal, alyalt (2) telalh sesuali kalrenal memalnfalaltkaln 

alset desal dengaln calral sewal, alyalt (3) telalh sesuali pemalnfalaltaln alset desal jaltiwalngi 

ditetalpkaln dallalm peralturaln desal, nalmun peralturaln pemalnfalaltaln alset desal malsuk paldal 

peralturaln Keputusaln Kepallal Desal Jaltiwalngi Nomor 04 Talhun 2021 Tentalng Pengalmalnaln 

ALset Desal, terdalpalt paldal lalmpiraln 12. 
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Palsall 12 alyalt (1) pemalnfalaltaln alset desal berupal sewal telalh sesuali kalrenal tidalk 

merubalh staltus kepemilikaln alset desal berupal talnalh BLK, alyalt (2) telalh sesuali jalngkal 

walktu sewal palling lalmal 3 talhun daln dalpalt diperpalnjalng, alyalt (3) telalh sesuali berdalsalrkaln 

halsil walwalncalral daln Keputusaln Kepallal Desal Jaltiwalngi Nomor 04 Talhun 2021 Tentalng 

Pengalmalnaln ALset Desal telalh dilalksalnalkaln berdalsalrkaln perjalnjialn sewal. 

e. Pengalmalnaln 

Tabel 5 Tahap Pengamanan 

 

Pengalmalnaln alset Desal Jaltiwalngi telalh sesuali dengaln Permendalgri No. 01 Talhun 2016 

palsall 19 alyalt (1) telalh sesuali pengalmalnaln alset desal telalh dilalkukaln oleh Kepallal Desal daln 

peralngkalt desal, alyalt (2) telalh sesuali pengalmalnaln alset desal meliputi aldministralsi, 

pengalmalnaln fisik daln pengalmalnaln hukum, alyalt (3) telalh sesuali kalrenal bialyal pengalmalnaln 

alset desal dibebalnkaln paldal ALPBDesal. 

f. Pemelihalralaln 

Pemelihalralaln alset Desal Jaltiwalngi telalh dilalkukaln oleh Kepaldal Desal daln peralngkalt 

desal algalr semual alset desal selallu dallalm kealdalaln balik, daln bialyal pemelihalralaln dibebalnkaln 

paldal ALPBDes, malkal telalh sesuali dengaln Permendalgri No. 01 talhun 2016 palsall 20 alyalt (1) 

telalh sesuali kalrenal pemelihalralaln alset desal dilalkukaln oleh Kepallal Desal daln peralngkalt 

desal, daln alyalt (2) telalh sesuali kalrenal bialyal pemelihalralaln alset desal dibebalnkaln paldal 

ALPBDesal. 

g. Penghalpusaln 

Penghalpusaln alset Desal Jaltiwalngi tidalk dalpalt dilalkukaln, kalrenal alset desal Jaltiwalngi 

tidalk pernalh terjaldi berallih kepemilikaln, tidalk pernalh dilalkukaln pemusnalhaln, daln tidalk 

pernalh terjaldi kehilalng, kecualrialn, daln terbalkalr. Malkal tidalk dilalkukaln penghalpusaln seperti 

Permendalgri No. 01 Talhun 2016 palsall 21 alyalt (2). 

h. Pemindalhtalngalnaln 

Desal Jaltiwalngi belum pernalh melalkukaln pemindalhtalngalnaln terhaldalp alset yalng 

dimilikinyal, untuk penyertalaln modall halnyal memberikaln modall alwall sebesalr Rp. 

20.000.000, bukaln penyertalaln modall berupal talnalh altalu balngunaln. Malkal tidalk dilalkukaln 

pemindalhtalngalnaln seperti paldal Permendalgri No. 01 Talhun 2016 palsall 25 alyalt (1) daln alyalt 

(2). 
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i. Penaltalusalhalaln 

 

 

Tabel 6 Tahap Penatausahaan 

 

Penaltalusalhalaln alset desal Jaltiwalngi belum sesuali dengaln palndualn pralktis inventalrisalsi 

alset desal talhun 2020. Kepallal Desal Jaltiwalngi telalh membentuk tim inventalrisalsi alset desal 

(terdalpalt paldal lalmpiraln 13), dalri enalm dokumen sumber yalng halrus disialpkaln, tim 

inventalrisalsi balru menyialpkaln dokumen kepemilikaln alset desal seperti sertifikalt talnalh, daln 

STNK saljal, tim inventalrisalsi telalh melalkukaln pemetalaln lokalsi alset desal Jaltiwalngi, nalmun 
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belum membualt lalbel sementalral daln lalbel permalnen paldal setialp alset yalng dimiliki, tim 

inventalrisalsi telalh melalkukaln pendaltalaln fisik dengaln talhalpaln 1. Menghitung jumlalh 

balralng/luals/volume, 2. meneliti kondisi fisik balralng (balik, rusalk ringaln, altalu rusalk beralt), 

3. mengidentifikalsi merek, jenis balralng, ukuraln, daln talnggall perolehaln balralng, nalmun 

belum menempelkaln lalbel registralsi (kodefikalsi) sementalral paldal alset desal yalng telalh 

dihitung daln didaltal, tim inventalrisalsi telalh mengidentifikalsi dengaln melalkukaln 

pencocokaln, pendaltalaln, daln penilalialn balralng/alset desal yalng sedalng dicek secalral fisiknyal, 

dokumen pendaltalaln yalng telalh dihalsilkaln yalitu buku inventalris alset desal daln lalporaln halsil 

inventalrisalsi (LHI) alset desal, daln telalh melalkukaln pengesalhaln terhaldalp buku inventalris 

alset desal. Nalmun belum ditindalklalnjuti lalgi dengaln melalkukaln pembukualn daln 

mendalftalrkaln daltal halsil inventalrisalsi alset desal paldal buku balralng daln dalftalr balralng milik 

desal, belum membualt kalrtu identifikalsi balralng, belum menempelkaln la lbel kodefikalsi 

balralng permalnen paldal setialp alset tetalp. 

j. Penilalialn 

Penilalialn alset Desal Jaltiwalngi telalh sesuali dengaln Permendalgri No. 01 Talhun 2016 

palsall 29, penilalialn alset desal dilalkukaln oleh Pemerintalh Desal Jaltiwalngi daln dengaln 

membualt LHI yalng sudalh menalmpilkaln nilali perolehaln setialp alset, malkal telalh dilalkukaln 

penilalialn. 

k. Pelalporaln 

Talhalp pelalporaln berkalitaln dengaln talhalp penaltalusalhalaln, malkal menunjukkaln balhwal 

pelalporaln alset Desal Jaltiwalngi berdalsalrkaln Permendalgri No. 01 Talhun 2016 palsall 1, telalh 

dilalkukaln, nalmun pengurus alset desal perlu memperbaliki lalporaln halsil inventalrisalsi alset 

yalng malsih belum sesuali, algalr lalporaln memperlihaltkaln alset desal secalral menyeluruh daln 

sebenalr-benalrnyal. 

l. Pembinalaln daln Pengalwalsaln 

Pembinalaln telalh dilalkukaln setialp 1 talhun sekalli oleh Pemerintalh Daleralh daln 

pengalwalsaln alset Desal Jaltiwalngi telalh dilalksalnalkaln oleh Pemerintalh Daleralh dengaln 

dilalkukaln pengecekaln setialp alset daln setialp peralngkalt desal jugal melalkukaln pengalwalsaln, 

kalrenal peralngkalt desal lalh yalng menggunalkaln alset tersebut, malkal telalh sesuali dengaln 

Permendalgri No. 01 Talhun 2016 palsall 46. 
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Tabel 7 Indikator Pengelolaan Aset Desa 

Sumber: Diolalh Oleh Peneliti (2024) 

Keteralngaln: 

S = Sesuali 

BS = Belum Sesuali 

Dalri halsil indikaltor pengelolalaln alset desal dialtals menunjukaln 6 talhalp pengelolalaln alset desal 
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telalh sesuali yalitu talhalp perencalnalaln, pemalnfalaltaln, pengalmalnaln, pemelihalralaln, penilalialn, 

pembinalaln daln pengalwalsaln, sedalngkaln 4 talhalp pengelolalaln alset desal belum sesuali yalitu talhalp 

pengaldalaln, penggunalaln, penaltalusalhalaln, daln pelalporaln alset desal. Untuk talhalp pemindalhtalngalnaln 

daln penghalpusaln belum pernalh dilalkukaln. 

2. Analisis Akuntansi Aset Tetap pada Desa Jatiwangi Berdasarkan PP No. 71 Tahun 

2010 Pernyataan No. 07 

PP No. 71 Talhun 2010 tentalng stalndalr alkuntalnsi pemerintalh, dallalm Pernyaltalaln No. 07 

tentalng ALkuntalnsi alset tetalp, meliputi pengalkualn, penilalialn alwall, pengukuraln berikutnyal, daln 

pengungkalpaln. Sebalgali tujualn untuk mengetalhui alpalkalh Desal Jaltiwalngi telalh meneralpkaln PP 

No. 71 Talhun 2010 Pernyaltalaln No. 07. Berdalsalrkaln hasil wawancara dan dokumen-dokumen 

terkait akuntansi aset tetap, berikut merupakan hasil analisis penerapan akuntansi aset tetap pada 

Desa Jatiwangi: 

a. Pengakuan 

Pengakuan aset tetap di Desa Jatiwangi sudah sesuai seperti tanah, gedung dan 

bangunan, peralatan dan mesin, jalan, irigasi, dan jaringan, namun untuk aset tetap lainnya 

belum sesuai seharusnya sapi tidak dimasukkan kedalam laporan hasil inventarisasi aset. 

b. Penilaian Awal 

Penilaian awal aset tetap Desa Jatiwangi sudah sesuai dengan PP 71 Tahun 2010 

pernyataan No. 07, dalam laporan hasil inventarisasi aset desa Jatiwangi yang telah disusun, 

masing-masing aset memiliki nilai perolehan terdiri dari tanah, peralatan dan mesin, gedung 

dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya. 

c. Pengukuran Berikutnya 

Dalam PP No. 71 tahun 2010 setiap aset tetap perlu dilakukan perhitungan penyusutan, 

penyusutan aset tetap harus dilakukan setiap aset kecuali tanah tidak dapat disusutkan. Desa 

Jatiwangi belum melakukan perhitungan penyusutan pada aset tetap yang dimiliki.  

Adapun penentuan umur ekonomis dan metode penyusutan aset tetap Desa Jatiwangi 

dalam penelitian ini berdasarkan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 73 Tahun (2023) 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 92 Tahun 2021 Tentang 

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Bekasi. Metode penyusutan yang digunakan adalah 

metode garis lurus (straight line method). 

 

Berikut merupakan hasil perhitungan aset tetap, saldo aset tetap per 31 Desember 2023 

yang dapat dilihat pada tabel 8: 

           Tabel 8 Saldo Aset Tetap Desa Jatiwangi 

Sumber: Diolah Oleh Peneliti (2024) 
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d. Pengungkapan 

Pelaporan aset desa harus diungkapkan secara jelas agar aset tetap terlihat dengan 

semestinya. Pelaporan aset desa Jatiwangi hanya dalam bentuk LHI dan buku inventaris 

aset, tidak menyusun laporan kekayaan milik desa, dan tidak melakukan perhitungan 

penyusutan terhadap aset tetap yang dimiliki. 

Laporan kekayaan milik desa merupakan laporan untuk memperlihatkan seluruh aset 

yang dimiliki desa, berikut laporan kekayaan milik desa tahun 2023 yang harus disusun oleh 

Desa Jatiwangi dapat dilihat pada tabel 9: 

 

Tabel 9 Laporan Kekayaan Milik Desa  

Pemerintah Desa Jatiwangi 

Laporan Kekayaan Milik Desa  

Sampai Dengan 31 Desember 2023 

 

Sumber: Diolah Oleh Peneliti (2024) 

KESIMPULAN 

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana pengimplementasian Permendagri 
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No. 01 Tahun 2016 tentang pengelolaan aset desa dan bagaimana penerapan Akuntansi aset tetap di 

Desa Jatiwangi berdasarkan PP 71 tahun 2010 Pernyataan Nomor 07. Sebagaimana dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pengimplementasian Permendagri No. 01 Tahun 2016 dalam pengelolaan aset desa belum 

sepenuhnya sesuai. Dapat dilihat melalui analisis kesesuaian, yaitu: 

a. Tahap pengelolaan aset desa yang telah sesuai yaitu 1. Tahap perencanaan: Desa Jatiwangi 

telah menyusun RPJM Desa untuk kebutuhan desa selama 6 tahun dan RKP Desa untuk 

kebutuhan desa selama 1 tahun, namun setelah RPJM Desa disahkan maka harus 

diinformasikan kepada masyarakat Desa Jatiwangi melalui media apa pun seperti banner, 

dll, 2. Tahap pemanfaatan: Desa Jatiwangi telah membuat Keputusan Kepala Desa yang di 

dalamnya berisi peraturan pemanfaatan aset desa, dan melakukan pemanfaatan dengan cara 

sewa terhadap tanah BLK, 3. Tahap pengamanan: Desa Jatiwangi telah melakukan 

pengamanan aset desa meliputi administrasi dengan melakukan pembukuan, inventarisasi, 

pelaporan, penyimpanan dokumen, pengamanan fisik dengan cara penyimpanan dan 

pemeliharaan dan pengamanan hukum dengan menyimpan bukti kepemilikan terhadap aset 

yang dimiliki, 4. Tahap pemeliharaan: Telah dilakukan pemeliharaan oleh kepala desa dan 

perangkat desa, dan biaya pemeliharaan dibebankan pada APBDesa, 5. Tahap penilaian: 

Berdasarkan LHI seluruh aset yang dimiliki desa Jatiwangi memiliki nilai perolehan, maka 

penilaian aset desa telah dilakukan oleh pemerintah Desa Jatiwangi, 6. Tahap pembinaan 

dan pengawasan: Setahun sekali dilakukan pembinaan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten 

Bekasi tentang pengelolaan aset desa dan pengawasan dilakukan Pemda dengan melakukan 

pengecekan terhadap aset Desa Jatiwangi. 

b. Tahap pengelolaan aset desa yang belum sesuai yaitu 1. Tahap pengadaan: Dengan 

melibatkan perangkat desa, BPD, dan unsur masyarakat dalam pengadaan aset desa maka 

sudah sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan aset transparan dan adil/tidak diskriminasi, 

namun proses pengadaan aset Desa Jatiwangi belum sesuai dengan Peraturan Bupati Bekasi 

No. 225 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa, seperti pengadaan 

sampai dengan Rp. 50.000.000 untuk membeli peralatan kantor seperti AC, lemari, dll tidak 

dilakukan negosiasi, lalu untuk pengadaan sampai dengan Rp. 200.000.000 tidak dilakukan 

dengan cara permintaan penawaran, dan pengadaan lebih dari Rp 200.000.000 tidak 

dilakukan dengan cara lelang, 2. Tahap penggunaan: Desa Jatiwangi belum membuat 

Keputusan Kepala Desa tentang status penggunaan aset desa, 3. Tahap penatausahaan: 

Pengurus aset desa memasukkan sapi milik BUMDes Tali Wangi Sakti pada LHI, sapi 

tersebut harus dihapuskan dari LHI, lemari plastik pada buku inventaris aset belum 

dimasukkan pada LHI, belum melakukan pembukuan dan mendaftarkan data hasil 

inventarisasi aset desa pada buku barang dan daftar barang milik desa, belum membuat 

kartu identifikasi barang, belum membuat dan menempelkan label kodefikasi barang 

permanen pada setiap aset yang dimiliki Desa Jatiwangi. 4. Tahap pelaporan: Telah 

menyajikan informasi aset tetap dengan membuat laporan hasil inventarisasi aset dan Buku 

inventaris aset, namun data LHI harus diperbarui. 

c. Tahap pengelolaan aset desa yang belum pernah dilakukan yaitu 1. Tahap 

pemindahtanganan: Tidak pernah melakukan dengan cara tukar menukar, penjualan, 

maupun penyertaan modal berupa tanah dan bangunan untuk BUMDes, hanya memberikan 

modal sebesar Rp. 20.000.000 untuk BUMDes, dan 2. Tahap penghapusan: Belum pernah 

dilakukan karena tidak ada aset desa Jatiwangi yang beralih kepemilikan, pemusnahan, dan 

sebab lain (hilang, kecurian, terbakar). 

2. Dalam implementasi perlakuan akuntansi aset tetap di Desa Jatiwangi belum sepenuhnya sesuai 

dengan aspek yang terdapat pada PP 71 tahun 2010 Pernyataan Nomor 07. Di antaranya, 1. 

Pengakuan aset tetap terkait tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, 

dan jaringan sudah sesuai, namun pada aset tetap lainnya sapi milik Bumdes seharusnya tidak 

dimasukkan, karena sapi tersebut milik Bumdes dan termasuk dalam persediaan. 2. Penilaian 
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awal sudah dilaksanakan dilihat dari LHI, setiap aset memiliki nilai perolehan. 3. Pengukuran 

berikutnya terhadap aset tetap Desa Jatiwangi belum dilakukan, Desa Jatiwangi belum pernah 

melakukan perhitungan penyusutan terhadap aset tetap yang dimiliki. 4. Pengungkapan belum 

terlaksana karena Desa Jatiwangi hanya telah membuat LHI dan buku inventaris aset desa, 

belum pernah menyajikan laporan kekayaan milik desa, dan belum melakukan perhitungan 

penyusutan maka pengungkapan tidak terlaksana. 

Implikasi 

Hasil dari penelitian ini dapat menjadi masukan dan evaluasi untuk pemerintah Desa 

Jatiwangi dalam meningkatkan pengelolaan aset desa dan perlakukan akuntansi aset tetap. 

Pengelolaan aset Desa Jatiwangi pada tahap pengadaan harus disesuaikan dengan Perbup Bekasi 

No. 225 Tahun 2022 terkait pengadaan melalui penyedia, tahap penggunaan harus membuat 

Keputusan Kepala Desa tentang Status Penggunaan Aset Desa, tahap penatausahaan harus 

memperbarui data aset tetap pada LHI, dan membuat label permanen pada setiap aset, tahap 

pelaporan seperti tahap penatausahaan, LHI harus di perbarui agar menampilkan keadaan objektif 

aset tetap yang sebenarnya. Untuk perlakuan akuntansi aset tetap, pengakuan aset tetap seperti 

sapi harus dihapuskan, pada pengukuran berikutnya harus menghitung penyusutan setiap aset tetap 

yang miliki, dan setiap aset tetap harus diungkapkan dari mulai perhitungan penyusutan sampai 

dengan membuat laporan kekayaan milik desa. Dan Desa Jatiwangi juga harus segera membuat 

web, agar semua laporan dan kegiatan menjadi transparan sehingga masyarakat dapat mengakses 

dengan  mudah. 
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